
WALIKOTA SINGKAWANG 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PE RATURA.1\i W ALl KOTA SING KAW Acl\iG 

NOMOR 24 TAHUN 2018 

TENT ANG 

STAND AR OPERASIONAL PROSED UR LAY ANAN INFORMASI PUBLIK DI 
LINGKUNGA ... l\l PEMERINTAJ-! KOTA SLNGKAWANG 

Menirnbang 

Menginga t 

a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

bahwa dalam rangka menjamin tersedianya informasi publik 
yang lengkap, akurat dan faktual s~rta dapat diakses dengan 
mudah oleh ma syarakat, maka Pemerintah Kota Singkawang 
sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan 
dan/ atau menerbitkan layanan informasi publik sesuai 
kewenangannya; 

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di 
Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sudah tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan }<:eadaan dan peraturan perunda ng
undangan sehi.ngga perlu diganti; 

c . bahwa berdasa rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wa likota tenta ng Standar Operasional Prosedur Layanan 
Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Unda...rig Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tent.ang Pembentukan 
Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 411 9); 

3 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 
2008 Nomor 61 , Tambahan Lemba ran Negara l~epublik 

Indonesia Nomor 4846) ; 

4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn.or 5038) ; 

5 . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kcarsipan 
(Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ; 

6. Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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Menet.apkan 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan !nformasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5149); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan 
Dae rah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 
157); 

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Singkawang Nomor 51); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAi~ WALiKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAl, 
PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Singkawang. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Singkawang. 
4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut perangkat daerah 
adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. 

6 . Kepala adalah Kepala pada Perangkat Daerah 

7. Inforrnasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 
yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan 
dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
secara elektronik ataupun nonelektronik. 

JDIH Kota Singkawang



8. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan 
dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan inforrnasi publik. 

9. Inforrnasi Publik adalah inforrnasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 
dan/ a tau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ a tau penyelenggara dan 
penydenggaraan Eadan Publik lainnya serta infonnasi lain yang berkaitan 
dengan kepentingan publik. 

10 . Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada 
masyarakat khususnya melalui media massa. 

1 1 r-:iact~- nublik' - ~ ct-- 1 at-. ---m ~ -;-~ ,, h ,.l ~ "-~t-. d"n DnRn ··a--- ,,,_,.s: d"n ~""as l. l.. u au 1 a ai 11 1J1.:-u 1.:,1 H!L<.U ua <:- 1 au ai 1 u y 116 1u11t, 1 a 1 LUf=) 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan 
masyarakat, dan/ a tau luar negeri. 

12 . Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki 
posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 

13. Pejabat Pengelola lnforrnasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID 
adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan , 
pendokumentasian, peny irnpanan, pe1nelibaraan, penyediaan, distr ihusi, dan 
pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 
PPID Utama dan PPID Pembantu. 

14 . Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama. 

15. rengclola Layanan Informasi dan Dokumcntasi yang selanjutnya disingkat PLID 
adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah 
Daerah. 

16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses 
penyelenggaraan tugas-tugas PPID. 

17. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIDP 
adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh 
informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tidak terrnasuk informasi 
dan dokumentasi yang dikecualikan. 

18. Ruang Pelayanan Inforrnasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID 
adalah tempat pelayanan inforrnasi dan dokumentasi publik dan berbagai 
inforrnasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi 
penyampaian inforrnasi dan dokumentasi publik. 

19. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat SIDP 
adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, 
mudah, dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Inforrnasi 
Publik. 

20 . Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID 
adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi da11 
dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan 
rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan informasi dan dokumentasi. 

21. Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Inforrnasi dan Dokumentasi Pemerintah 
Daerah yang selanjutnya disingkat FKPPID Pemda adalah wadah komunikasi, 
koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID Pemerintah Provinsi 
dan PPID Pemerintah Kabupaten/Kota. 
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23. 

Sen · keta Informasi Fublik a.daiah sengkela yang terjadi arrlara Badan Publik 
den~an Pemohon Informasi Publik dan/ a tau Pengguna Informasi Publik yang 
berkaitan dengan hak memperoleh dan/ a tau menggunakan informasi publik 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan publik, atau badan 
publik. 

24. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

25. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ a tau badan hukum 
Indonesia yang mcngajukan pcrmintaan informasi pul:lik scbagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAf.J 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalar.:1 rangka melaksanakan 
pelayanan informasi public sesuai pe1aturan perundang-undangan. 

Pasal3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah: 

a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, 
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 

b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di 
Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi 
yang berkualitas. 

BAB Ill 

AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

Pasal 4 

(I) Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan 
dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali 
Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan 
rahasia. 

(2) Informasi dan Dokumentasi Publik di Pemerintahan Daerah dapat diperoleh oleh 
Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat 
diakses dengan mudah. 

(3) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l)sesuai dengan kepatutan, kepentingan um.im,dan/atau ketentuan 
peraturan peru ndang- undangan. 

(4) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) ,ayat (2), dan ayat (3) clidasarkan pada pengujiao atas kon.sekuensi yang 
timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat 
dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi 
Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar da1ipada membukanya 
atau sebaliknya. 
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BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 

Hak 

Pasa15 

Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang 
dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
seperti: 

a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara; 

b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan 
usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 

c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 

d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ a tau 

e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. 

(2) Infonnasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) diajukan oleh PPID pembantu kepada PPID utama untuk selanjutnya 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Bagian Ked ua 

Kewajiban 

Pasal6 

( l) Pemerintah Daernh wajib menyediakan, memberikan dan/ at.au menerbitkan 
Informasi dan Dokumentasi Publik yang sesuai kewenangannya kepada Pemohon 
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagain1ana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 
Daerah dapat membangun darl mcngembangkan sistem infom1asi dan 
dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah. 

BAB V 

PPID 

Pasal 7 

( 1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah 
D::i~rnh cl~ng::in m~mh~ntuk d::in m~n~t::ipk~rn PPJD. 

('.2) PPID sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang 
membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/ atau 
kchumasan. 

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID. 

(4) ??ID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 1nerupakan PPID Utama pada PLID. 
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Pasal8 

PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggungjawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal9 

Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

BAB VI 

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI 

Bagian Kesatu 

Urn um 

Pasal 10 

PFiD Ulama di li.ngkungan Pemerintah Daeral1 diban1u oleh PPID Pembantu yang 
bcrada di lingkungan Perangkat Daerah dan/ a tau Pejabat Fungsional. 

Pasal 11 

PFID Pe1nbantu di lingkungan Pernerinlah Daerah lerdiri at.as Sekrdariat Daerab, 
Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dinas, badan, kecamatan dan/ a tau Pejabat 
Fu ngsional. 

PPID U Lama bertugas: 

Bagian Kedua 

Tugas dan W ewenang 

Pasal 12 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; 

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; 

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan 
dol<umentasi dari PPID Pembantu; 

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan 
informasi dan dokumentasi kepada publik; 

e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; 

f. melakukan uji konsekuensi atas inforrnasi dan dokumentasi yang dikecual.ikan; 

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 

h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; 
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L melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring at.as 
pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID 
Pembantu; 

J. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ a tau sesuai 
dengan kebutuhan; 

k. mengesahkan infor rnasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; 

1. menugaskan PPID Pernbantu dan/ a tau Pejabat Fungsional untuk 
mengumpulkan, mengelola, dan memelihara inforrnasi dan dokumentasi; dan 

m . membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa inforrnasi yang ditetapkan 
dengan Keputusan Walikota. 

Pasal 13 

llntuk melaksa.nakan tugas sebagaimana dLrnaksud dalam Pasal 12 , PPID Utama 
berwenang: 

a. menolak memberikan inforrnasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. meminta dan memperoleh inforrnasi dan dokumentasi dari PPJD Pembantu y11 ng 
menjadi cakupan kerjanya; 

c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan 
PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; 

d . menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasiyang dapat 
diakses oleh pu blik; dan 

e. menugaskan PPTD Pembantu dan/ a tau Pejabat Fungsional untuk membuat, 
mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk 
kebutuhan organisasi. 

Pasai 14 

( 1) PPID Pembantu bertugas: 

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan 
kewcnangannya; 

b. menyampaikan inforrnasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dila kukan 
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan 
tu gas pokok dan f ungsinya; 

d . menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi 
pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan 
prinsip-prinsip pelayanan prima; 

e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup 
komponen di hngkungan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah::m 
Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan 

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi 
dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan scsuai dengan 
kebutuhan. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID pembantu khwmsnya 
sekretariat DPRD bertugas untuk: 

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi 
kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan 
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b. menguordinasikan infonnasi dan dukumentasi kepada DPRD u.11tuk 
menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik. 

01\0 \TT! 
.l.J l l . .1......J v .1J. 

KELENGKAPAN PLID 

RRgian Kesatu 

Struktur Organisasi 

?a::>al 15 

( l) Struktur organisasi PLID, terdiri dari: 

a. pembina, dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota; 

b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat uleh Sekretaris Daerah; 

c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Pejabat Eselon II. b. di lingkungan Sekretariat 
Daerah, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani 
bidang hukum; 

d . PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani informasi dan 
dokumentasi serta kehumasan; 

e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang rnengelola 
informasi dan dokumentasi; 

f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data 
dan Klasifikasi IP...formasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan 
Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan 

g. pejabat fungsional. 

(2) Bag<m strnktur organisasi PLJD, terc~rntum pacta Lampirnn I, sebagai bagian yRng 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Bagian Ked ua 

SOP PPID 

Pasal 16 

(l) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat old1 Badan Publik sesuai dengan ketentuan 
pera tu ran perundang- undangan. 

(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
mernuat ketentuan sebagai berikut: 

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utarna dan PPID 
Pembantu ; 

b. kejelasan ten tang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/ a tau 
petugas informasi apabila diperlukan; 

c. kejelasan pernbagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan PPID, 
PP!D LTta.ma, PPID Pembantu, Bida!1g Pendukung dan Pejabat Fungsional; 

d . kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID yang 
bcrtanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 
Pemohon lnformasi Publik; 
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e. slandar la.ya.nan Iu.fonnasi Fublik serta tata cara pengelolaan keberatan di 
lingkungan Pemerintahan Daerah; dan 

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi Publik. 

(3) Dalam penyusunan SOP PPID Pemerintahan Daerah mengacu kepada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Ko ta. 

Pasal 17 

(1) Jenis-jenis SOP PPID, anlara lain: 

a. SOP Penyusunan Daftar Infonnasi Publik; 

b. SOP Pelayanan Pennohonan Informasi Publik; 

c. SOP Uji Konsekuensi lnfonnasi Publik; 

d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan 

e. SOP Fasilitasi Sengketa Infonnasi. 

(2) Contoh Format SOP tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Bagian Ketiga 

DIOP 

Pasal 18 

( 1) DIDP paling sedikit rnenrnat: 

a. nomor; 

b. ringkasan isi informasi; 

c. pejabat a tau unit/ satuan kerja yang menguasai infonnasi; 

d . µenanggungjawab pembuatan at.au penerbitan informasi, 

e. waktu dan tempat pembuatan informasi; 

f. bentuk infonnasi yang tersedia; dan 

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

(2) DIDP diLetapkan dan dimutakhirkan steam berkala oleh PPID Utama. 

(3) Contoh Format DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran 
III,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Bagian Kccmpat 

RPID 

Pasal 19 

( l) l~PID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dikngkapi dengan sarana dan 
prasarana yang memadai. 

(2) RPTD dike lo la oleh pejabat fungsional dan/ a tau petugas informasi. 
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Bagian Kellina 

SIDP 

Pasal 20 

(1) SIDP dibuat dan di:kembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses pelayanan 
inforrnasi publik. 

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu. 

(3) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara Nasional dengan PPID di lingkungan 
Pemerintahan Daerah. 

(4) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) Pemerintah 
Daerah mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara Regional dengan PPID di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

BagianKeenam 

LLJD 

Pasal 21 

(1) LLID ·w·ajib dibuat dan disediakan oleh Sadan Publik paling lam.bat 3 (tiga) bulan 
setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir. 

(2) Salinan LLID Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi lnformasi Pusat sesuai 
kewe nangan ma sing- masing. 

(4) LLID, paling sedikit rnen1uaL 

a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik di 
lingkungan Pemerintahan Daerah; 

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan inforrnasi dan dokumentasi Publik, 
antara lain: 

1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang 
dimiliki beserta kondisinya; 

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan 
dokumentasi Publik beserta kualifikasinya; dan 

3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan 
penggunaannya; 

c. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang meliputi: 

1. jumlah permohonan lnformasi Publik; 

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi 
Publik dengan klasifikasi tertentu; 

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau 
seluruhnya; dan 

4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya; 

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publi:k, meliputi: 

1. jumlah keberatan yang diterima; 

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; 
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3. jumlah pennohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang 
berwenang; dan 

4. hasil mediasi dan/ a tau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang 
berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang 
diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya 
oleh badan publik; 

e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan 
dokumentasi Pu blik; dan 

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan informasi dan dokumentasi. 

Pasal22 

( 1) LLID merupakan bagiau dari informasi ?ublik yang wajib Lersedia setiap saat. 

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan 
disampaikan kepada atasan PPID . 

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah oleh 
atasan PPID. 

(4) LLID sebagaimana Jimaksud pada ayal (3) akan dilaporh.an olth Kepala Daeial1 
sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

BagianKetujuh 

Pcndana.tin 

Pasal 23 

( l) Pendanaan yang diperlukan untuk peugeloiaan pelayanan i11fomiasi dan 
dokumentasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VII 

MEKANISME PERMOHONAN 

INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Pasal 24 

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi: 

a. perseorangan; 

b. kelompok masyarakat~ 

c. lembaga swadaya masyarakat; 

d. organisasi masyarakat; 

e . partai politik; dan 

f. badan publik lain nya. 
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Pasal 25 

Pemohon infonnasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan: 

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan/ a tau peraturan perundang- undangan, 

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; 

c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; 

d . mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi 
J'nng dapat dipcrtanggungja·\.vabkan; daD. 

e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk 
memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang 
waJar. 

Pasal 2G 

(I) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk 
memperoleh infonnasi dan dokumentasi Publik kepada Pemerintahan Daerah 
tcrkait secara tertulis atau tidaktertulis . 

(2) PPID Utama dan/ a tau. PPID Pernba11tu dan/ a tau Pelugas Informasi wajib mencatat 
nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon Infonnasi Publik, 
subjek dan format infonnasi serta cara penyampaian informasi yangdiminta oleh 
Pemohon lnformasi Publik. 

(3) PPID Utama dan/ a tau PPID Pembantu dan/ atau Petugas Informasi wajib mencatat 
pern1in.taan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis. 

(4) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib 
memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ayat (2),dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat 
permintaan diterima. 

(5) Dalam hal permi.ntaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elek"l:ronik, 
nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. 

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran 
dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Utama 
wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: 

a. informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; 

b. penerimaan atau penolakan pennintaan atas informasi dengan alasan sesua1 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. alat penyampai dan formal infonnasi yang akan diberikan; dan/ atau 

d. biaya serta earn pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. 

(8) PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang 
diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan 
Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang 
diminta. 

(9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi 
informasi yang akan diberikan . 

(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang dikecualikan 
tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya. 
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(ll)Pemerinlah Daernh dapat 1ntrnperpa11jang waktu untuk mengir-imkan 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. 

BAB ,v'III 

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

PENATAAN PLID 

?a::sal 27 

(1) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID dilakukan oleh Gubemur sebagai wakil 
Pemeritah Pusat. 

(3) Pcmbinaan sebagai.."T.ana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan mc1alui: 

a. fasilitasi dan koordinasi; 

h. peningkatan kapasitas PPTD; 

c. monitoring dan evaluasi; dan 

d. dukungan teknis administrasi. 

BAB IX 

KEBERATAi~ DAi'i SENGKETA INFORMASI 

Bagian Kesatu 

Keberatan 

Pasal28 

( 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan seca!"a tertulis 
kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut: 

a. pcnolakan ntas pcrmL.ritaan informasi berdasarkan alasan scbngai1n~1nn. 

dimaksud dalam Pasal 26 Ayat 7 huruf b; 

b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

c. tidak ditanggapir1ya penninlaall info1111C:t::si; 

d. permintaan infomrnsi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; 

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau 

g. penyampaian iufunnasi yang 1uelr::uihi waktu yang diatm dalam Undang
Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapal 
diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. 

JDIH Kota Singkawang



Pasal 29 

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). 

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon 
Informasi Publik dalam jangka waktu paling lam bat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
diterimanya keberatan secara tertulis. 

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan 
putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. 

Bagian Ked ua 

Fasilitasi Sengketa Informasi 

Pasal 30 

(1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi sesuai dengan 
kewenangannya, menerima pennohonan sengketa informasi yang diajukan 
pemohon informasi karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID. 

(2) Pengajuan sengketa infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 
diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPTD. 

Pasai 31 

(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) l{cpnla Dn.crah mclnlui i\tasan PPID mcnctapkan Tim Fasilitasi Scngl<cta Infcrmnsi 
untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID 
Utama. 

(3) Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi 
sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Peme1intah Daerah di Komisi 
Informasi sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Infonnasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan 
PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional 
serla pejalmt/ slaf lainnya sesuai dengan kel>uluhan. 

(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan 
melakukan koordi.nasi dan konsoli.dasi. bersama PPID Pembantu terkait, pejabat 
yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang 
perlu. 

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh Tim 
berdasarkan arahan Atasan PPID. 

(7) Tim. mdaporkan proses penangauan dan hasil penyelesaian sengketa infornu=t$i 
kepada Atasan PPID. 
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BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

?ada saat Peraturan Walikota ini mu.lai btilaku, Peraturan Vv'a likota Nornor 15 Tahu.n 
2012 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan 
Pemerintah Kota Singkawang (Betita Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 15) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . 

?asal 33 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agetr seLiap urc:.u1g nH.--:ngelahui.nya, men1erinLahkan pengundangan PeraLunu1 Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Singkawang. 

Diu rnlangkan di Singkaw<:rng 
Pacla tanggal 7 Mei 2018 
Pj . Sekretaris Daerah Kota Singkawang 

ttd 

BUJANG SUKRl 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA AGIAN HUKUM 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

DiLetapkan di Singkawang 
Pada tanggal 7 Mei 2018 
WALIKOTA SINGK.AWANG, 

ttd 

TJHAI CHUI MIE 
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LAMPIRAN I ; PERATURAN Vv'ALIKOTA SINGKAWANG 
NOMOR : 24 TAHUN :2018 
TANGGAL : 7 MEI 20 18 
TENT.A.NG : STANDAR OPEPASIONAL 

PROSEDUR LAYANAN INFORMASI 
PUBLIK DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 

( 

I 
' 

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) 
KOTA S!NGK...\.WANG 

Pengarah 
Selaku Atasan PPID 
Sekretaris Daerah 

l 

Pembina 
w a1ikota 

Wakil Walikota 

( ThT1 PP.Tt:imh~ n.g~n 

I l Pejabat Eselon II. b Setda, 
Pimoinan Perangkat Daerah 

./ 

PPiD Utama 
Pejabat Eselon Ill Bidang lnformasi 

dan Komu nikasi Bidang 
Kehu masan 

PPID Pcmhantu 
Pejabat Perangkat Daerah Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi 

Bidang 1 Bidang I Bidang 1 r Bidang 
Pendukung Pengolahan Pelayanan Fasilitasi 
Sekretariat Data dan Inf ormasi dan Sengketa 

PLID Klasifikasi Dokumentasi Informasi 
Informasi 

I 
-------~------, 

: PEJABAT FUNGSIONAL I ______________ J 

I 
J 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

Salinan sesua1 dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN UM 

Y ASMALIZAR, SH 
NIP. 19681 0 16 199803 I 004 

4-4....l 
LLU 

TJHAI CHUI MIE 
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LAMPIRAN I : PEHATURAN WALIKOTA SINCKAWANG 
N0 :\10R : 24 TAHUN 20 18 
TANGGAL : 7 MEI 2018 
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFOEMASI 

PUBLIK DI LINGKUNGAN Pl~M.t:f(.!NTAH XOTA SINGKAWANC 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUJR PEJABAT PENGELOLA :CNFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA SINGKAWANG 

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUE:LIK 

I 
I 

I 
r=-~------
~5AR~UKUM 

_,,F -:;'("-~"-./ 
f .;::~ - ' 
1:~tM, -I 
i·!1; . _.-~' 
\ ,, 2~-~ / 
\~ 

·-~-:--/ 

DIN,l\S KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

SEKSI PENGEL.OLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

Nomor 
SOP 

Tgl. Dib 

Tgl. Rei 

Tgl. Efe 

Disahkc 
Oleh 

NAMA 
SOP 

I 

~:,' 1---
~---------
ktit I 1---

1 

;n I 
I 

I 
_j---

1 

~~epala Dinas 

ttcl 

Ors. AHYJ\01, M.M 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19631123 199003 1 003 

I 
-=1 
--~ 

' 

_l PENYUSUNAN DAFTAH INFORIVIASI PUBLIK 

KUALIF FIKAS l PELAKSANA 
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentanq Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara : r - - r PPID Kata Singkawang dalam melaksanakan Pelayanan lnformasi Publik I 
Republik lndoresia Tahun 200<3 Nomor 61 , Tar1bahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor kepada p:~mohon/pengguna lnformas1 Publik d1bantu oleh 
48461; 1. Pejat::at Fungsional A-siparis, Pustak&wan , F'ranata Humas, Pranata 

2. 

3. 
4. 

Undang-Undang Nomor 25 Tat1un 2009 tentan!~ Pela'y'anan PutJlik (Lemtaran Negara Republik I Komputer. 
Indonesia Tahun 2009 Nomor ·112, Tambahan lembaran Nega'a Republik Indonesia Nornor 5038); 12. Untuk petugas pada Desk Layanan lnformasi memiliki kompetensi sei:erti 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentarg Pemenntahan Daerah; pengHtahuan mengef:'a1 Peraturan dan Perundang-Undangan yang 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tnntang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tallun 1

1 

terkait dengan Keterbukaan lnformasi Publik dan Pelayanan Publik, 
2008 tentang l<eterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2C10 Nomor 99, Tambahan keterampilan dan sikc:p berkomunikasi , sehingga dapat menunjang da'am 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ; , pelaksanaan tugas pelayanan informc:si . 

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PE1layanan 
lnforrnasi Dan Dokumentasi Kernente rian Dalarn Negeri Dan pEmerintah;m Daerah 

6 . Peraturan Daerah Kata Singkawang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan lnformasi Publik; 

KElrERKAIT AN 

PERINGATAN 

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

PERALATAN DAN PERL.ENGKAPAN 

1. Lemba ~ Kerja dan Rencana Kerja 
2. Term of Reference 
3 Alat tul is kantor 

t4. Jaringcin Internet 

PENCATATAN DAN PENDATAAN 

t Disimpan dalam bentuk softcrl;>Ydan l1ardcc1_p_y _ _ 

I - - ----- - - ------ -, - ·------ - - - ----- ----- -

1 . PPID I Pe~~~;c=fa Atasan +-----I l~p~ndukun~ 
j Keg1atan Pembantu Uta ma PPID Kelengkapan Waktu I Output 

j Meng-umpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan rele\·an 

1 

~J No.14 Secara l DIDP yang telah 
1 ::!engan tupoksi rnasing-masing f:omponen dan perangl<at daerah Pemerintah , I Tahun 2008 berkala, dikumpulkc::;n dari 
I Kata Singkawang, baik yang dipmduksi sendiri ,dikembangkan, maupun ycing I I 

1 
2. UU No. 25 ; serta merta komponen dan 

1 dikirim ke pihak lain vang berupa arsip statis maupun dinamis arsip aktif · i Tahun 2009 1
1 

• I Perangkat Daerah 
I · · k ·f 'd· · · 1 d.k · 1 f . · ' d.I k , 

1 

1
1 I 3 uu No 23 dan set1ap 

1 rnaupun ars1p 1na t1 an ars1p vita yang 1 uasa1. n ormas1 yang 1 a ur~an · T h ·
2014 

, t 
i 1· . . . d k . b b k d I a un saa , me 1put1 ienis o umen, penan9gung Jawa pem uatan, wa tu an tempat I 4 . pp_61 Tahun , 
! pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hc:,rdcopy clan j I , 201 o I 
i softcopy. Format peng isian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi [ 5. Perda No.5 ! 
i di mas1ng-masing komponen di Pemerintah Kota Singkawang I 1

1

· ! Tahun 2013 
j I I 
! _l__ -' - -- --

Keterangan 

' J 
JDIH Kota Singkawang



Mengklasifikasikan seluruh inforrnasi dan dokumentasi yang telah I 
dikurnpulkan dan rnengidentifikasikannya berdasarkan sifat inforrnasi dan 
dokurnentasi , selain itu juga rnengklasifikasikan informasi dan dokumentasi 1 

DIOP yang telah 
diklasifikasi 
kebenarannya 

---------i 

melalu i UU No. 14 Tanun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang I I 
yang dikecualikan dengari kal~gori sebagaimana yang telah ditetapkan L. 

konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan I I 
lnformasi dan Dokurnentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang 

Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat l I -- DIOP l\ 
penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti I j [ 

mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan J 

dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat I 
daftar lnforrnasi dan dokumentasi yang dikecualikan · 

Menenetapkan DDIP secara resrni dan mengumumkan kepada masyarakat 

I 
I 

Mengunggah DIOP ke website resmi PPID -<.ota Singkawang maupun melalui sarana 1--
inf0<m"i lainnya. I 

1 

_ 

J_------'--_ 

Surat Keputusan 
DIOP yang telah 
ditandatangai 

Atasan PP~D I ---1 
Adanya konten 
DIOP di We~ 
PPID Kota u::.itt: I 

Singkawang I 

_l_ _ _J 
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B. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

I DASAR H 

r:;~ . ·,:.:-_~-, ·1 
!... . ... i 
i f.l.4\ I : -;,. · 9' .ill' I 
\ ' 'y .'~;~/ l 

.... ~~~, ·· 
- ~ .. ....-

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

1. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Ketertukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T3hun 2008 Nomor 61 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4846) ; 

2. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publ1k (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 

3 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 Tentang Pemmintahan Daerati; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang F'elaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Nomor 
SOP 

Tgl. Dibuat 

Tgl. Revisi 

Tgl. Efektif 

Kepala Dinas 

Oisahkan 
ttcl 

Oleh Ors. AHYADI, M.M 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19631123 199003 1 003 
--~ 

NAMA PELAYANAN PERMOHONAN INFORMA~ 
SOP (PPID) 

KUALIFIKASI PELAKSANA 
---------

PPID Kota Singkawang dalam melaksanakan Pelayanan lnforn 
kepada pemohon/pengguna lnformasi Publik dibantu oleh 
1. Pejabat Fungsional Arsiparis , Pustakawan, Pranata Humas 

Komputer 
2. Untuk petugas pada Desk Layanan IP memiliki kompetensi 

pengetahuan mengenai Peraturan dan Perundang-Undang 
terkait dengan Keterbukaan lnformasi Publ ik dan Pelayana 
keterampilan dan sikap berkomunikasi , sehingga dapat me 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ; L' pelaksanaan tugas pelayanan informas1 . 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

lnforrnasi Dan Dokurnentasi Kementerian Oalam Negeri Dan pemerintahan Oaerah; 
6 . Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan lnformasi Publik; 

KETERKAIT AN 

~SOP Daftar lnformasi Publik lnformasi Publ ik 
I ~ - SOP Uji Konsekuensi informasi Publik 
1 3. SOP Penanganan Keberatan lnformasi Publik 

4. SOP Fasilitasi sengkela lnformasi 
5 SOP F'ublikasi Data Melalui Website ----- ----- -------

I PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 

I 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 
I 2. Term of Reference 
:

1 

3 Alat tulis kantor 
4 Jaringan Internet 

! ___ _ 

~ 

)I PUBLI~ I 

iasi Publik 

. Pranata 

seperti 
an yang 
n Publik, 
nunjang dalam 
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I PERINGATAN r PENcA.--:rA-fAN oAN-PENoAr AAN -----i -----f Disimpan dalam bentuk softcopy,hardcopy dan/atau hard drive j ,---
L___~~ ~~~~~-

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 
I I r=== .~~~~~~P_e_la_k_sa_n_a~~~~~~~~---+~~~~-~~~-
1 I Hel Desk / PPID Komponen 

f)endukun g -~·~Kete ran~ 

Keg1atan 
1 

f . Reg1stras1 PPID p k t I Kelengkapan 

I 

No . Pemohon I P. . Utama dan dan 

r-i 
n ormas1 PPID erang a 

j rlF1emohon lnformasi daoat menvamoaikan . 

I permohonan informasi yang dibutuhkan 

I i I baik secara langsung dan tidak langsung. 
I . 
t 

I 

l I . ~~elakukan registrasi berkas permohonan 
lik. Jika dokumen/informa~ 

yang diminta telah termasuk dalam DIP 
dan dimiliki oleh meja informasi atau 
sudah terdapat di website PPID, maka 

I langsung diberikan kepada pemohon 
I informasi atau bisa langsung diunduh 

I I c•leh pemohon informasi_ Jika I 
i ' informasi/dokumentas i yang diminta I 
. belum termasuk dalam DIP , maka berkas I 
I permohonan disampaikan kepada PPID 
L atau PPID Pembantu. --4-

Pembantu Dae rah 
(1) Formulir Permohonan 
lnformasi yang tersedia di meja 
pelayanan PPID atau yang 
ditampi i'kan di website , (2) 
Fotocopy atau scan identitas diri 
(NIK) dari pemohon informas i 

Semua datadata pemohon 
informasi disimpan dalam bentuk 
hardcopy dan softcopy 

Waktu I Output 

=t ' Pada hari dan Formulir 
kerja untuk Permohonan 
pemohon inform nformas i yang 
secara langsung telah diisi 
dan setiap saat lengkap dan 
untuk pemohon di lampiri 
informa si· secara fotocopy/ scan 
tidak langsung identitas diri 

Pada hari dan jam 
kerja untuk 
pemohon informasi 
secara langsLing 
dan setiap saat 
untuk pemohon 
informasi secara 
tidak langsung 

i (NIK) 
DIP yang telah 
tersusun 
dalam bentuk 
hardcopy dan 
softcopy 

DIP 
1 I Perangkat Daerah untuk I komponen atau Perangkat kerja sejak 
I memberikaninformasi atau dokumen I Daerah permohonan 
' I yang sudah termasuk dalam DIP , kepada I informasi diterima 
I 1 PPID untuk diberikan kepada pemohon i oleh PPID 
' \ in formas i. Komponen atau Perang kat 

I 

'--

Daerah memberikan informasi atau 
dokumen yang dimaksud kepada PPI D 
atau PPI D Pembantu. 

--------------~--------'-----------'------'---~------
__L --------_____ __ci _ __ _ 

I 

1 

J 
I 
I 
I 
I 
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I l 

4 . i Memberikan informasi atau dokumen 
yang diminta oleh pemohon informasi 
yang telah menandatangani tanda bukti 
penerimaan informasi atau dokumen. 

- I 
-- i ' lnformasi ~ I 

. Perpanjangan pubhk yangh _ _J . Dokumen yang . I ermohonan 7 I d1m1nta ole lnfocma" a"uemohon lnfonna" . iotocma,; adalah pemohon I 
dlmlnla oleh p (lujuh1 haci kecfa infocma" __J_ 
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C. SOP trJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK 

__,.r--r:-'·---, 
1 ~~~~ ·1 1: f;f~\""%. 
1 .1 :;_~91 I 
\ ~\ -;;_· . I 
\ '.V-- y - } 

\.~/ ............. _ _. / 
', ,,.,.--

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

I Nol-nor 
1soP . 
I Tgl. I 

~ua~ 
I ~~v~:; I ______ Kepala Dinas 

Disahkan 
; Oleh 

ttd 

I I Ors. AHYAOI, M.M 
I _j_ Pembina Utarna Muda 
I _ __ NIP. 196311231990031 003 

I ~~~A I UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK 

~~-!~-L-l~S-1 -PELAKSANA 
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfcrmasi Publik (Lembaran I 

DASAR HUKUM 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndoriesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Pub lik (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 49) ; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 
Pela)'anan lnformasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan pemerintahan 
Daerah 

6. Peraturan Daerah Kola Singkawang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan lnformasi 
I Publik; 

1 

· 1.KETERIKAT_A_N __ I PERALATAN D:;~~:RLE~GKAPAN 
i -- ·----- ·-------

_ ___ ] 
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1. SOP Daftar lnformasi Publik lnformasi Publik 
2 . SOP Layanan Permohonan lnformasi Publik (PPID) 

PERINGATAN 

i 1. Perarigkat Komputer dan Jaringan 
' 2. Term Of reference 

_il
l 3 Kamera Foto dan Kamera video 

A la! Komunikasi 
A TK, Printer 

I PENCATATAN DAN PE_N_D_A_T_A_A_N _ _____ _ 
I Hasil uji Konsekuensi bersifat sangat rahasia dan terlindungi. 

_______ _J_ 

[ 

1. 

2. 

3. 

I 
KEGIATAN L------.-· 

I PPID Utam• d•c 

------i + 
Mel 
yan 
mel 

akukan kajian atas inform 
g tidak termasuk dalam 
batkan tim Pelayanan Inform 

Merr 

asi/dokumen 
DIPdengan 

!Si. 

infor 
iberikan pertimbangan alas 
masi/dokumen yang di maks 
ifat rahasia berdasarkan UU 

ud yang 
be rs . kepatutan 
dan 

Mer 
info 
info 

I tert 
dim 
mer 
Per 
info 
; ...... ,,... 

kepentingan umurn 

yampaikan kepada PPID ata 
tnasi/ dokumen yangdiminta 
masi, apaka h termasuk raha 
ika . Jika informasi/dokumen . 

aksud adalah terbuka , maka P 
ierintahkan kepada kompone 
ngkat daerah untuk menyera 
masi/dokumen yang dimaksu 
masi/dokumen oleh Tim Pert 
yanan lnformasi dinyatakan 

status 
emohon 
ia atau 
ang 
PIO 
l /Organisasi 
1kan 
J. Jika status 
nbangan 
1hasia, maka 

I 
I D 

I 
I 
I I 

I 

: 

PELAKSANA 

Tim I Komponen 
Pertimbangan ! I 

1 Perangkat 
daerah 

I 

r-emono 

I 

n I Kelengkapan 

t cka' 
pemohonan/dokum 
er dari pemohon 
informasi 

Dasar Hukum UU 
KIP Nomor 14 
Tahun 2008 dan 
PERKI Nomor 01 
Tahun 2010 

Dokumen/ lnformasi 
yang telah 
dinyatakan terbuka 
untuk publik 

I . D membuat surat penolakan k 
L__~ohon ! I _]_ ____ _______ _j_ __ _ 

~pada 

PENDUf CUNG 

Waktu 

Setiap sa at 

Pada hari da 

---+----- kerja 
1jam 

Pada hari da 
kerja maksi11 
(sepuluh) hari 
sejak perm 
informas i terint 

n jam 
,a 10 

kerja 
Jhonan 
~grasi 

Output 

Berkas permohonan 
informasi yang telah diisi 
lengkapdan dilampiri 
fotocopy/scan identitas 
diri 
(NIK) 

Sumi KP.putusan Tim 
Pertimbangan Pelayanan 
lnformasi 

lnformasi/Dokumentasi 
dari Komponen I 
Perangkat Daerah 

-------

_____ __J 

Ketecan~ 
--

----

I 
I 
I 
I 
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,---,--4 -.--

1 

. I 

I 
Memberikan informasi yangdiminta oleh 

I pemohon informasi dengan menandatan 
I I tanda bukti penerimaan atau memberika 

I I 

surat penolakan kepada pemohon jika st 
informasi/ dokumen dinyatakan rahasia . 

gani 
n 
at us 

I I 
I l I 

I 

~ . 
I 

I 
. I 
I I 

I 

Maksimal dilakukan I lnformasi Pub 
Dokumen/ lnformasi perpanjangan 

1 

diminta Perno 
yang diminta oleh pemenuhan lnformasi 
pemohon lnformasi permohonan I 
atau surat informasi 7 (tujuh) hari 
penolakan jika kerja sejak 
dokumen/informasi pemeritahuan tertulis 
tersebut bersifat diberikan dan tidak 
rahasia dapat diperpanjang 

__ __@gL i_ 

lik yang 
hon 

J 
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D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK 

"--~---\.._ 

f~-~,-,;~~,_-·-_-_ -__ ,:_·--- 1 1~r - · I 
1-~). - - -'1. 
\

\ ' <,! 

'~_-~ ,.,,..d:Ji.) 
""'~ ____ ./, 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

Nomor SOP 

Tgl. Dibuat 

Tgl. Revisi 

Tgl. Efektif 

Disahkan Oleh 

Kepala Dinas 

ttd 

Ors. AHYADI, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19631123 199003 1 003 I 
---------+-------------- ~ 
Nama SOP I Penanganan Keberatan lnformasi Publik 

- ---------------'----------------- ------- ----

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1

1 _ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

l 5038) ; 1. 
1 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 3. 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ; 

Stat Teknis (Pengelola Website) : 
Ahli dalam bidang IT (pengelola web dan sistem komputer jaringan) 
Memahami Sistem Jaringan (Networking) 
Menguasai Pengoperasian l<omputer dan Sistem Aplikasi 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan h 
j Pelayanan lnformas1 Dan Dokumentas1 Kementenan Dalam Negen Dan pemenntahan Daerah, -

1 
6 Peraturan Daerah Kata Singkawang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan lnformasi 

! Publik 

I KETERKAITA_N__ PERALATAN DAN PERLENGKAPAN ----------------- I 
I I ' 
i ----t-----:- I 

! 1. SOP Pelayanan Permohonan lnformasi Publik 1 Lembar KerJa/Rencana KerJa dan Anggaran ____J 

JDIH Kota Singkawang



2. SOP Penyusunan Oaftar lnformasi Publik 2 . Term of Reference 
3. SOP Uji Konsekuensi lnformasi Publik 3. Komputer , Printer dan Scanner 

4. SOP Lavanan lnformasi Publik melalui Website 4. Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada Pelayanan lnformasi Publik Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK 

Pelaksana Mutu Baku 

No 
Kegiatan 

Bagian Atasan 
Keterangan Registrasi PPID 

Pemohon 
PPID/PPIDP (Sekretari 

PPID/PPIDP Kelengkapan Waktu Output 

I s Daerah) i 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Pemohon menyampaikan pengajuan 1. Formulir Pengajuan Keberatan Setiap saat, tetapi ditarget Format lsian yang telah 
keberatan atas tidak terlayaninya lnformasi Publik yang tersedia di mana informasi yang harus I diverifikasi kebenarannya 
permohonan yang informasi yang II meja pelayanan PPID atau selesaikan terlebih dahulu oleh Kepala SKPD yang 
dibutuhkan melalui : ditampilkan di website dan dapat di bersangkutan 

download 

Datang langsung dan mengisi formulir 
2 . Fotocopy atau scan identitas diri 

1. 

I 

dari pemohon yang mengajukan 
permohonan pengajuan keberatan 

keberatan 
informasi publik dengan melengkapi 
fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) I 

2 . Melalui website dengan mengisi formulir 

I 

yang telah didownload dan menyertakan 
scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) 

I 
kemudian dikirim ke alamat email PPID 

I yang tertera di website 
3. Mengirim fax formulir permohonan 

informasi yang telah diisi lengkap disertai 

I 
I 

dengan fax identitas diri 

I (KTP/SIM/Paspor) ke nomor fax PPID 

I I 
(yang telah dicantumkan di website 

' 

maupun brosur/poster PPID) 

I 
i Bok" "'''''" d.o '" '""'"' d•l•m I s,,, mi"gg" "''" 

2 Melakukan registrasi formulir pengajuan 

I 
r lnformasi syarat 

keberatan pelayanan informasi dan 

"' 
bentuk softcopy tentang registrasi I 

I 
menyampaikan pengajuan keberatan , pengajuan keberatan pelayanan ! I 

I informasi I I 
kepada Atasan PPID (Sekretaris Daerah) 

I I 
I t ! 

I I I I i I 
! ! ! I 
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I 3 I 

4. 

Memeriksa formulir pen~1ajuan keberatan 
dari para pemohon dan memerintahkan 
PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab 

ermintaan 
Memerintahkan kepada PPID dan PPID 
Pembantu untuk memenuhi permintaan 
informasi dari pemohon 

1 ·--T I 
I : I 

I i I 
! ' 

5. I Memt-erikan informasi y<1ng diminta oleh 
pemohon kepada Ata san PPID jika 
informasi yang dimaksud telah masuk Daftar 
lnformasi Publik. Atasan PPID akan 
menjawab pengajuan keberatan kepada 
pemohon. Jika informasi yang diinginkan 

lnformasi Publik yang telah diumumkan 

- - --+-l 
·1 I pemohon tidak termasuk dalam Daftar 

L
g karena informasi belum tersedia atau 

ermasuk informasi yang dikecualikan) , [ J 
maka diberikan surat penolakan kepada I 

em oh on . 
~~~~- -~~~~~~-

Berkas Pengajuan keberatan f satuminggusekilii - - -1 Dokumen lnformasi Publik 
pelayanan informasi yang telah diisi 
lengkap 

1. Berkas Pengajuan keberatan 
pelayanan informasi yang telah diisi 
lengkap 

2. Daftar lnform~si yang telah 
diumumkan 

Dokumen/informasi yang dimaksud 
oleh pemohon atau rekomendasi surat 
penolakan dari PPID atau PPIDP 
karena informasi yang diminta 
merupakan informasi yang 
dikecualikan 

Setelah Daftar lnformasi 
Publik selesai dikerjakan , jika 
ada tambahan haru dibuat 
SK baru untuk ditetapkan 

Setiap hari , maks imal harus 
ditanggapi 30(tiga puluh) hari 
sejak dicatatnya pengajuan 
keberatan tersebut dalam 
register keberatan 

Surat Perintah tertulis 
kepada PPID dan PPIDP 
untuk memenuhi permintaan 
pemohon yang mengajuk<tn 

lnformasi publik yang diminta 
oleh pemohon atau surat 
penolakan kepada pemohon 

JDIH Kota Singkawang



E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI 

r~ : -~ ' '1 ,.i . ·. i 
: -;"; ··= , I 

\~~/ 

DINA S KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

SEKSI PENGEL ) LAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

DASAR HUKUM 
-----

1. Undang-Undang Nomor 14 Tah 
Republik Indonesia Tahun 2008 
4846) ; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tah 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 

3. Undang-Undang Nomor 23 Ta 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 

2008 tentang Keterbukaan Info 
Lembaran Negara Republik Ind 

5. Peraturan Menteri Dalam Nege 
lnforrnasi Dan Dokurr.entasi Ke 

6 Peraturan Daerah Kata Singkaw 

KETERKAIT AN 

m 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 
Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

m 2009 tentang Pelayanan Publ ik (Lembaran Negara Republik 
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 
un 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 
Tahun 2010 tentang F'elaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

nasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
1nesia Nomor 5149); 
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

1enterian Dalam Negeri Dan pemerintahan Daerah; 
ang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan lnformasi Publik; 

1 SOP Daftar lnformasi Publik Info 
2 SOP Uji Konsekuensi lnformasi 

rmasi Publik 

I 3. SOP F'enanganan Keberatan Inf, 
4 . SOP F'ublikasi Data Melalui Web 

PERI NGA TAN 

'ublik 
xmasi Publ ik 
site 

·----

Nomor 
SOP 

Tgl. Dibuat 

Tgl. Revisi 

Tgl. Efektif 

Kepala Dinas 

Disahkan 
Oleh Ors. AHYADI, M.M 

Pembina Utama Muda 
NIP 19631123 199003 1 003 

NAMA FASILITASI SENGKETA INFORMASI P 
SOP ------ - --- - ·--

KUALIFIKASI PELAKSANA 
------·-- · ---

PERALATANDAN PERLENGKAPAN 

1 . Lembar Kerja dan Rencana Kerja 
2. Term of Reference 
3. Alat tulis kantor 
4. Jaringan Internet 

PENCATATAN DAN PENDATAAN 

UBLIK 

1 

I 

I 

i 

-----! 
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c 
SOP FASILTASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK 

NO 

1. 

Kegiatan 

Setiap Pemohon lnformasi dapat 
mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada Atasan PPID dalam waktu 10 
(sepuluh) hari kerja , sejak permohonan 
infonnasi teregistrasi dan diberikan. 
Perpanjangan pemenuhan permohonan 
infonnasi selama 7 (tujuh) hari sejak 
pemberitahuan tertulis diberikan dan 
tidak dapat diperpanjang lagi . 

Pemohon 
lnformasi 

Pelaksana 
PPID 

Utama dan 
PPID 

Pembantu 

Atasan 
PPID 

Disimpan dalam bentuk softcopy,hr:irdmpy dan!atau harddrive 

~
,-t ---- Pe~ I Ketera,an 

KomiSi I I 
I f Kelengkapan ~b~ Waktu Output no~a , 

I 
---~1) Formuhr Penga1uan Keberatan Pada han dan I Berkas __ __, ______ 1 

I ~11formasi Publtk yang tersedia di meJ3 iam kerJa , permohon 
pelayanan PPID atau ditampilkan di maksimal 11) an informasi 
website dan dapat diunduh; (sepuluh) hari yang telah diisi 
(2) Fotocopy atau scan identitas diri kerja , sejak I lengkap 
(NIK) dari Pemohon lnformasi yang permohonan I dan dilampiri 
mengajukan keberntan lnformasi fotocopy 1 scan 

teregistrasi identitas diri 
(NIK) 

Tanggapan 
tertulis dari 

atasan PPID 
perihal 

informasi yang 
__ _._~isengke_ta_k_a_n-+--

Paling Larnbat 
diajukan 14 

(em pat 
belas) hari kerja I 

setelah 
I diterimanya . 

l tanggap~aLL _J 
J tertulis dari 

--r AJ?San PPID I - -
. I 
i 

---1 
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4. 'I Upaya penyelesaian Sengketa Jnformasi 
Publik diajukan kepada Komisi lnformasi 
Pusat,Komisi lnformasi Provinsi , Komisi 
lnforrnasi Kabupaten /~(ota sesuai 
dengan kewenangannya apabila 
tanggapan Atasan PPJD dalam proses 
keberatan tidak memuaskan Pemohon 

, , lnforrnasi. 

Sahnan scsuai dengan aslinya 

KEAANHUKUM 

Y ASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

l 

-·· 
I 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

ttd 

T,JHAI CHUI MIE 

_J 
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J e 111::; 

LAMPIRAN III PERATURAl'T W ALIKOTA SINGKAW ANG 
NO MOR : 24 TAHUN 2018 
TANGGAL : 7 MEI 2018 

TENT ANG STANDJ\R OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMAST 
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANC 

FORMAT DAFTAR ISIAN INFORMASI PUBLIK 
----

lnfnrm8si Janqka 
lnforrnasi l
-

Ringkasan lsi l 
lnformasi 

Pejabat!UniUSatker 
Yang 

Menguasai 
lnformasi 

Penc:mggung 
Jawab Tempa1 lnformas1 

Waktu Dan ~l Bentu~ 
Waktu 

Pembuatan Yang I Wajib 
lnformas1 Tersed1a Diumumkar 

Pembuatan 
atau Penerbit 

lnformasi Secara 
Berkala 

_· ·---~~==~=+=:=+==__.._! 
--'--- J~=-=--i-----~-~--- ---1-$ 

__________ J_ _ _________ _J ______ I I 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKIJM 

Y ASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 l 004 

Wajib 
l Oiumumkan 

Serta Merta 

Wajib lnformasi A tau 
Oiumumkan Yang Retensi 
Setiap Saat dikecualikan Arsip 

--- ---

~--

WALIKOTA SINGKAWANG, 

ttd 

T JHAI CHUI MIE 

JDIH Kota Singkawang




